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PEflIINJI'XAil BENDAIIANA PHIERIffiAATI
PADA saruAN KER./A rrnrAs xEt/rurAN DAlt PERIKANAII

KABI'PATTIT IIAf,MAIIEAA BARAT
TAIIIN AITGGARAIT 20T6

BIIPATI HAI"IfiAEERA BARAT,
Menimbang : a- bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelotraan

Keuangan Daerah sebagaimana diafur dalam Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancarart pelaksro,raart prograrn dan kegiatan dipar,rdang
qul,r rnenunjuk Bendahara penerirnain pada oinai
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2O16 ;

b. bahwa Saudari IRFAII IfUSElt, S.Pi yang diusulkan olehKepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten
Halrnshsxr Barat, 

-selaku pejabat pengguna €ulggaran
dianggap cakap dan meurer,ruhi *y*"i ser,ta rnarnpu
melaksanaknn tugas kebendahrra*n dalarn .aagt*
pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kela*tan aan
Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair,nana dir,rraksud
hrrnrf a dan huruf b, pertru menetapkan-Keputusan Bupati
tentang Penur{ukan Elendahara penerimaan pada satuan
Keq'a Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengungat : L. ln{arng:-undarag Nomor 6O Tahrrun lgSB tentang penetapan
pndps-rurdang Nomor 2S Darurat Tah*n ldsr tentang
Pembentukan Daerahdaerah swatarttra Tingkat II Dalarn
wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang.undang;

2. Undang*trndang Norrror 43 Tatrun 1999 tentar,rg perubahan
atas undang-r.lndang E Tahun lgr4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian;

3. undang-trndang Nomor 6 Tahun 2o0o tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun tggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten e{a}uku Tenggara Barat;

4- undang-undang Noraor I Tahun 2oog tentang
Fembentukan Kabupaten Halmahera (Jtar:a, Kabupatei
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;
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5. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan a,tara pemerintah pusat dan
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana
Perimbangan;

10-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ..1....
Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2016.

Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan perikanan
Kabupaten Halmahera Barat Nomor Um.O5O/S1.01/ 16k
tanggal, 7 Januari 2OL6, Perihal: pengusulan Bendahara
Pengganti

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Saudari IR5'AII HUSEN, S.pi NIp. 197g1111
200903 2 001, sebagai Bendahara penerimaan pada
Satuan Kerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2AL6 dengan atasan
langsungnya Kepala Dinas Kelautan dan perikanan
Kabupaten Halmahera Barat

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA

{
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SPBCIMEN
BENDAHARA PTNERIMAAN

TANDA TANGAN PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal d.itetapka*

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : $ )a;,t,:cz*. 2016

BUPATI IIALMAIIER.A BARAT,

//
NAMTO H. ROBA

PEJABAT PARAF,
Sekretaris Daerah

/
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum *
Kadis Kelautan & Perikanan W^/
Kabag. Hukum & Orgs w

Tembusan: Disampaikan kepada yth 
;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,4. Kepala Dinas Kelautan & perikanan Kab. Halbar di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


